
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RA\trAS

NOMOR IO TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PEL,AYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT SEI,ANGIT

KABUPATEN MUSI RAII/AS

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanalen ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, pnrlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan Minimal pada Pusat K€sehatan Masyarakat

Selangit KabuPaten Muei Rawas.

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotaprqia Di

Sumatera Selatan (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimaaa telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan

Daerah (Iembaran Negara Republik Indoncsia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahal lzmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);



4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dsrr Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

PERATI,'RAN BUPATI TENTANG gIANDAR PEIAYANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT SEI.ANGIT

KABUPATEN MUSI RAq/AS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dinaksud dengatl:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Ras'as'

2. Pemerintah l(abuPaten addah BuPati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Femerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupa.ti Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan tayanan Umum Daerah yang selanjutnya

discbut BLUD adalah satuan Kerja Peranglat Daeralt

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Ferangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijualkan mengutamakan mencari keuntungan,

dan dalam melalmkan kegiatan nya didasarlon pada

prinsip elisiensi dan Produhivitas.

Mcnetapkan :
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7.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-pra-ldek

bisnis yang echat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraaa umum dan mencerdaskan lrehidupan

bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

keuangan daerah pada umumnYa.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyarakat Selangit yang merupakan sarana

pelayanan kesehatan fungsional dan merupalan Unit

Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan

kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

Felayanan kesehatan adalah kegiataa yang berhrjuan

untuk meningkatlan status kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati p€nyakit,

memantau perkembangan penyakit, mencegah

kecacatan, dafl merehabilitasi kesehatan pasien.

Pelayanan keschatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pa.sien yang berkunjung ke

PuskesEas, hrskcsmas RaEat InaP, Pusk6mas

Pembantu, dan Puskesmas Kelilin8, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pel,ayanan Terpadu (Fosyandu)

daJam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi,

diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

Pelayanan tindalen khusus adalah p€layaran tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tsnaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu lrang berkuajung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmag

a.

9.

10.
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12.

11.

17.

kmb€ntu, dan PuBkesma8 Keliling yang tclah

memlrroleh kesehatan dan karena

penyakit nya memerlukan tindakan l*rusua atau

tindakan lanjutan pengobatan.

Petayanan rawat inap adal,ah pelayanan kepada

pasien untuk obaervasi, perawatan, diagnosis'

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengan menempati tempat tidur Puskesmas

Rawat Inap.

Pelayanan gawat darurat adatah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ atau menarggulangi resiko

kematian atau cacat.

Standar Pelayanan Minimal yang s€lanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifikasi teknis tcntsng

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepa.da masyarakat.

Mutu pelayanal kesehatsn adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyaral(at scrta pihak lain, tata

penyelenggaraan nya sesuai standar yang talah

ditetapkan.

Delinisi operasional adalah uraian yang dirnaksudkan

untuk menjelaskan penggrtian dari indicator upaya

kesehatan p€rorangan da,Ir upaya kesehatan

masyarakat.

sumber data adalah sumber bahannya atau

kcterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan per€oalan.

Upaya Kesehatan Perorangan yang sclanjutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujurn rmtuk merryembuhkan penyakit dart

memulihkan kesehata! perseorangan dan keluarga'

13.

14.

15.

16.

14.
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19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatJ<an kesehatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masryarakat'

20. Upaya penyediaan data keschatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh Petugas PengeloLa data untuk

mel,akukan pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan

perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk

kondisi keschatan dan faktor Yang

mempengarutrinya.

BAB II

MAKSIjD DAN TUJUAN

Pasal 2

(l) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkaa untuk

memberi panduan kepada Pemerintah KabuPaten

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggungiawaban

p€nyelengaraan SPM pada Rrskesmas.

(2) Standff Pelayanan Minirral ini berhrjuan untuk

meningkatkan dan menjamin mutu pel,ayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JEMS PEI,AYANAN, INDIKATOR, STANDAR NIIAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PEIAYANAN MIMMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanal

Pasal 3

Puskesmas tugas melakBanakan pelayanan

kes€haten dengan mengrrtamakan penccgahan (prewntifi,

penyembuhan (htmtif), pellrlJi}larr (rehabilitatifl yang

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan

(ptonoq) aerta vpaya rujukan.
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(1)

Bagian Kedua

Jenis PeLayanan, Indikator, Standar Nilai' dan Batas

Waktu PencaPaian

Pasal 4

Jenis pelayanan untuk PtrsLesmas, meliputi :

a. Upaya Kesehatan Perceorangan, meliputi :

l) Pelayanan Gawat Daruiat;

2) Pelayanan Rawat Jalan;

3) Pelayanan Rawat Inap;

a) Persalinan;

5) Pelayanan laboratorium Sederhana;

6) Pelayanan Farmasi;

7) Pelayanan Gizi;

E) Pelayanan Rekam Medik;

9) Pengelolaan Limbah;

10) AdEinistrasi dan Manajemen;

1l) Pelayanan Ambulan ;

12) Pemeliharaan;

13) Pencegahan dan Pengendalian; dan

14) Pelayanan Keamanan;

b. Upaya Keschatan Marvarakat, meliputi :

1) Pelayanan Keechatan lbu Hamil;

2) Pel,ayanan Keaehatan lbu Beraalin;

3) Pclayanan Kesehatan Bayi Baru l.€hir;

4) Pelayanan Kesehatan Balita;

s)Pelayanan lcsehatan Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Pelayanan Keaehatan Pada Usia Produlftif;

7) Pelayanan Kesehatsn Pada Usia knjut;
8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9) Pelayanan Kesehatan Fenderita Diabetes Miletus;

lolPeLayanan Kes€hatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat;

I l) Pelayanan Kesehatan Orang dengan 1ts; dan
12) Pelayanan Kesehatsn Orang dengan Risiko

Terinfeksi HW.
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(2) Indikator, standar nilai, bataB waktu pencapaian pada

setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan

perseorangan pada Puskesmas tercantum dalam

Lampiran I Peratran Bupati ini.

(3) Indikator, standar nilai, batas wakhr pencapaian pada

jenis pelayanan untuk upa,ya kes€hatan masyarakat

pa.da Puskesmas, tercanturr dalam Iampiran II
Peraturan Bupati ini.

BAB TV

PEI,AKSANAAN

Pasal 5

(1) hrskesmas yang EeDerapkart PPK BLUD wajib

melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam

Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimFkaud pada ayat

(1) bertanggung jawab dalam perryelenggaraan

pelayanan yang di pimpinnya s*uai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilakukan olch tenaga dengan kualifkasi dan

komFtensi yang scsuei dengan ketentuen peraturan

perundang-undangan.

BABV

PENERAPAN

Pa8al 6

(1) Kcpqla Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD

menyuaun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upeya dan pelaksanaan peningkatan mutu Pelayanan

tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarksn

SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebaAaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan Anggaran.
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PARAF XOOEDINASI

(3) Setiap pclaksanaan Pelayanan, dan penyelenggaraan

petayanan yarrg menjadi tugasnya, dilaksanakan

dengan mengacu pada SPM.

BABVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian l<esatu

Pembinaen

Pasal 7

(1) Petobinaan telqri3 Puske8mas yang menerapkan PPK

BLUD dilekuk4lr oleh Kepala Dina8 Kesehatan.

(2) Pcmbinaan kcuangan Puskcsmas yant mcarcraPkan

PPK BLUD rlilekuknn oleh Pejabat Pengelola l(euargan

(PPKD)

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

p€tunjuk teknis, bimbinSan tekniE, pendidikan dan

l,atihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang

dibutuhkan untuk Eencapai SPM;

b. penyrsunan rencana pencapaian SPM dan

penetapan target tahunan pencaPaisn SPM;

c. pcnilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pel,aporan prestasi kerja pencapaian SPM;

e. penlru$man p€raturan pcrundanS-undangan

urtuk i"nplementasi PPK BLUD Pada Puakcsmas

yang beraangkutan;

f. Penlrusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g, Pela.ksanaan angaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Baaian Kedrra

Pengawasan

Pasal 8

(1) Pengawasen dilakukan oleh Peranglat Daeratr yang

mempunyai hrgas dan hmgsi pengawasan

" ,., ..oo*r,,"al 
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(2) S€lain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas darr fungsi pcngawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

oleh pengawas internal.

(3) Pengawas intcmal sebagaimana dimaksud pada ayat

l2l, dilaksanakan oleh internal auditor yang

berkeduduksn langsung dibawah lCpala Puskelmas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

rmdangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(f ) BLt D yang mcmiliki rcalisasi nil,ai omsct tahunarx

menurut l,aporan opcrasional atau nilai aset menurut

neraca yang memenuhi syarat minirnl, dapat dibentuk

dewan pengawas.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3

(tiga) orzng atau 5 0ima) orang dan scorang di

antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai

ketua dewan pengawas.

(3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan jumlah angota deran pengawas aebagaimana

dirnaksrrd pada ayet (2), mengikuti peratuan yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Dewan pengawas dibentuk dengaa keputusan

Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) Dcwan pcngBwas bcrtuBas mcl,akukan pcmbinaar dan

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat pengelol,a sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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l2l Dewan pengawas berkewajitran:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusr.rlkan oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti p€rkembsngan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serta saran kepada Bupati

mengenai setiap maealah yang dianggap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepa.da Bupati t€ntang kinerja BLUD;

d. membcrikan nasehat kepada pejabat pengelol,a

dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi darr penilaian kine{a baik

keuangran rnaupun Don keuangan, serta

memberikan saran dan catatan-catatan penting

untr:k ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola BLUD;

dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dar
pcnilaian kinerja.

Dewan pengas,as melaporkan pel,aksanaan tugasnya

eebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

sccara berkala paling sedikit I (satu) kali 'l.le"n satu

tahun dan sewalfir-waktu apabila diperlukan.

Pasal I 1

(f) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-

unsur:

a- pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatsn BLUD.

(2) Penggrgkatan anggota dewan pengawas tidak

bersamaan waktunya dengan pengangkatan

pejabat pengelola BLt D;

(3)



(3) Iciteria yang dapat diusulkan menjadi dcwan

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahs.Eri masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menjrediakafl waldu yang cukup untuk

mel,aksanakan tugasnYa;

b. mampu melaksanakan Perbuatan hukum dan

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak

pemah menjadi anggota direksi atau komisaris'

atau dewan pengawas yang dinyatakan bersafah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha

pailit atau orang yang tidak pemah melakukan

tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempr:nyai kompetensi dalam bidang rnanajemen

keuangan, sumbcr daya manusia dan mempunyai

komitrnen terhadap peninSkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasal 12

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetaplGn

selama 5 (lima) tahr:n, dan dapa.t diangkat kembali

r:ntu* satu kali masa jabatan berikutnya'

(2) Anggota dewsn pengawas dapat diberhentikan sebelum

$,aLtunya oleh Bupati.

(3) Femberhentian anggota dewan pengawas sebelum

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanskan ketrntuan prrundang-

undangan;

c. terlibat ddam tindal(an yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara l<arena dipersalahkan melakukan

tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas

BLUD.

ProtrtF
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Pasal 13

(U Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan lxngawas

untuL mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.

(2) Sclnctads dcwan lrngawas scbagainana dirn6!3sd

pada ayat (U, bukan rlleruPakart anggota dewan

pengawas.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas dewan pengawas dan schetaris dewan pengawas

dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peratursn Bupati ini mulai berlal<u pada tangSal

Agar setiap ora.ng mcngetahuinya mcmerintahkan

pengundangsn Peraturan BuPati ini dengan

penempatannjra d'lqrn Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

DitetaDkan di Muara Be liti
pada tanggal 6 tqtuUt zol.9,

RAWAS,

Diundanglan di Muara Beliti
padatanggal 6 kl&alr 2079

SEKRETARIS DAEMH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

BERTTA DAERAH KABUpATEN MUsI RAwAs TAHLJN 2ors iloluon.'40
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